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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia sekarang ini terus di lakukan dengan
mencakup berbagai bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun
pertahanan dan keamanan. Semua pembangunan di segala bidang ini bertujuan untuk
mensejahterakan rakyat sesuai dengan tujuan nasional yang terdapat dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Walaupun dalam pembangunan di bidang
ekonomi masih dalam kondisi yang belum kondusif. Maka dalam berbagai sektor dalam
bidang ekonomi di Indonesia terus berusaha mencari cara menstabilkan penerimaan
guna memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia dan mencukupi anggaran
pendapatan belanja Negara.

Secara persentase, pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan. Ini
menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas kehidupan negeri ini harus
makin ditingkatkan mengingat makin tingginya tuntutan kebutuhan Negara dan makin
kompleksnya tantangan jaman akan pemenuhan kebutuhan. Karena itu penerimaan pajak
menjadi penting dan menjadi prioritas sebagai penerimaan Negara.

Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan dalam pelaksanaan
pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Maka sebagai

hasil dari reformasi Undang-Undang perpajakan Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
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sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang (UU) no 7 tahun 1991, kemudian
diubah dengan Undang-Undang (UU) no 10 Tahun 1994, selanjutnya direvisi dengan
Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2000, dan terakhir direvisi menjadi (UU) no 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mana perundang-undangan tersebut
diatur tentang kedudukan pemungutan atau pemotongan pajak yang dilihat sangat
strategis dan sangat menentukan bagi pemasukan keuangan Negara dari sektor
Perpajakan.

Berubahnya sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi
Self Assessment System sejak 1983 membawa perubahan dan dampak yang sangat besar
dalam penerimaan pajak. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak
dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya
secara pribadi, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, hingga melaporkan
sendiri pajak terhutangnya sendiri sesuai dengan undang- undang yang berlaku.
Dahulunya, Wajib Pajak seratus persen patuh ketika sistem official assessment berlaku
dikarenakan fiskus memiliki peran besar dalam hal menentukan pajak terutang yang
harus ditanggung tiap Wajib Pajak (WP) yang terdaftar. Sedangkan sejak 1983, fiskus
hanya berfungsi untuk mengawasi agar system self assessment yang diterapkan tersebut
berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan . Self Assessment System
diharapkan bagi wajib pajak untuk terus menerus digali sehingga dapat meningkatkan
sumber penerimaan Negara. (Yayan Firmansyah, 2009)

Salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan

(PPh). Pajak penghasilan(PPh) menurut Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan PPh
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pasal 4 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh
wajib pajak baik yang di terima atau di peroleh wajib pajak yang dapat di pakai untuk
konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan merupakan bagian dari salah satu
pajak pusat yang didalamnya mencakup Pajak Penghasilan pasal 23 sebagai Pajak
Penghasilan yang bersifat final maupun dapat dikreditkan pada pembayarannya yang
dilakukan dalam tahun berjalan dan dipotong dari penghasilan Wajib Pajak dalam negeri

(WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap. (Yayan Firmansayh, 2009)

Bidang usaha konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak
roda perekonomian Indonesia karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan sektor
industri lain baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor
tersebut termasuk sektor informal (Ramona Gitta Poluan, 2010). Sejak tahun 1997,
pemerintah telah beberapa kali mengubah ketentuan perpajakan yang mengatur sektor
usaha jasa konstruksi. Perubahan terakhir adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51
Tahun 2008 tentang Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008. Adapun
kemungkinan latar belakang yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk
memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 adalah untuk
menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi dan
memberikan kemudahan serta mengurangi beban kepatuhan Wajib Pajak dan biaya
administrasi Kantor Pajak. (Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi tahun 2008)
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Peraturan Pemerintah (PP) No 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari usaha jasa konstruksi berisi tentang peraturan untuk Pajak Penghasilan
yang dihasilkan oleh Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki jenis jasa yaitu jenis
perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi berubah
tarif dan sifat. yang sebelumnya tarif perncanaan konstruksi 6% menjadi 4%, tarif
pelaksanaan konstruksi 4% menjadi 2% dan tarif pengawasan konstruksi 6% menjadi
4%. Sifat pajak dari tidak final menjadi final untuk semua jenis dan Klasifikasi.
Kemudian pada Peraturan Pemerintah (PP) No 40 tahun 2009 tentang Pajak penghasilan
atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi mengalami perubahan kembali yaitu
peraturan untuk Pajak Penghasilan yang dihasilkan oleh Perusahaan jasa konstruksi yang
memiliki jenis yaitu jenis perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan
pengawasan konstruksi yang sebelumnya bersifatnya final menjadi tidak final dan
terdapat perubahan juga dalam tarifnya yang cenderung menurun presentasenya.

Namun Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku retrospektif ini menuai banyak
protes. Pengurus bersama Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) melakukan
beberapa kali pertemuan dengan Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak,
Departemen Pekerjaan Umum untuk membahas pemberlakuan Peraturan Pemerintah
(PP) yang dinilai cukup memberatkan pelaku jasa konstruksi. (Ramona Gitta Poluan,
2010)

Adapun keberatan yang disampaikan para pelaku jasa konstruksi tersebut adalah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak mengatur perlakuan atas perbedaan
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pengakuan pendapatan yang telah diakui secara akuntansi dengan menggunakan metode
persentase penyelesaian (percentage-of-completion method) dan pendapatan yang akan
dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut
untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 yang masih dalam
tahap penyelesaian (Ramona Gitta Poluan, 2010). Pemerintah pada akhirnya
memutuskan untuk mengubah Peraturan Pemerimtah (PP) Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari
usaha jasa konstruksi dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam
pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk
menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif (Ramona Gitta Poluan,
2010). Sedangkan pada kenyataan sebenarnya yaitu pada awal Perubahan Peraturan ini

membawa kerugian bagi perusahaan seperti yang di katakan oleh oleh Aries Tanno,

yang dimuat pada hari kamis (25/09/2009) di dalam www.ortax.go.id yang menyatakan
bahwa “ Perubahan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 menjadi Peraturan
Pemerintah No. 40 tahun 2009 ini akan memberikan dampak yang kurang baik bagi
perusahaan, selain akan mengganggu kinerja juga sangat menguras pikiran dan tenaga
yang tidak sedikit. Karena banyak hal yang harus disesuaikan kontrak yang dilakukan
oleh perusahaan jasa konstruksi dengan adanya perubahan peraturan pemerintah
tersebut. Karena dari kedua peraturan tersebut berlaku surut yang artinya Peraturan
Pemerintah No. 51 tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 20 juli 2008 dan diundangkan

tanggal 23 juli 2008 tetapi dalam pelaksanaannya harus digunakan pada Januari 2008,
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sehingga kontrak-kontrak yang sudah berjalan harus dikoreksi dengan menyesuaikan
peraturan tersebut. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009 yang di
tetapkan dan diundangkan 4 juli 2009, yang pelaksanaannya harus dilakukan pada
Januari 2009 artinya semua kontrak-kontrak yang sudah berlangsung harus dikoreksi
secara ulang. Dan wajib pajak jasa konstruksi harus mengkoreksi juga penyetoan,
pelaporan, dan melakukan pemindahbukuan karena akan terjadi selisin pembayaran
dengan adanya perbedaan sifat dan tarif yang diberlakukan oleh peraturan pemerintah.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjaga
stabilitas perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global adalah melalui
kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berharap dapat menciptakan
lingkungan usaha yang kondusif yang dapat mendukung perusahaan untuk mencapai
tujuannya yaitu peningkatan nilai pasar bagi pemegang saham. Walaupun Pemerintah
berhak mengubah ketentuan perpajakan sektor usaha jasa konstruksi, namun tentu saja
harus tetap memperhatikan pengaruh dari perubahan ketentuan perpajakan tersebut
terhadap perusahaan jasa konstruksi (Ramona Gitta Poluan tahun 2010).

Dalam penelitian ini perusahaan-perusahaan yang akan di teliti adalah perusahaan
jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sudah mulai go public dari
tahun 2008 dan data yang di ambil yaitu dari tahun 2008-2011. Nama-nama perusahaan
tersebut ialah Perusahaan PT Adhi Karya Tbk yang mulai listing sejak 18 maret 2004,
PT Duta Graha Indah Tbk yang mulai listing sejak 19 desember 2007, PT Total
Bangunan yang mulai listing sejak 25 juli 2006, PT Surya Semesta Internusa Thk yang

mulai listing sejak 27 maret 1997, PT Wijaya Karya yang mulai listing sejak 29 oktober
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2007, kelima perusahaan ini yang memenuhi syarat untuk diteliti dari sembilan
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hendaknya pemberlakuan ketentuan perpajakan yang baru sedapat mungkin tidak
mengganggu prakek bisnis yang telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan
perpajakan terdahulu dan juga dapat menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi
dengan judul:
“ PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO 51
TAHUN 2008 MENJADI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO 40 TAHUN
2009 TENTANG USAHA JASA KONSTRUKSI TERHADAP TINGKAT
PROFITABILITAS PERUSAHAAN” (Survei Pada Perusahaan Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uaraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1.  Apakah perbedaan perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008
tentang tentang Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruks dan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2009 tentang Usaha Jasa Konstruksi
yang mempengaruhi tingkat profitabilitas

2.  Seberapa besar pengaruh perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun

2008 tentang Pajak Pengasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruks menjadi
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2009 Tentang Usaha Jasa Konstruksi

berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penelitian adalah :

1.  Untuk mengetahui apakah ada perbedaan perhitungan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 51 Tahun 2008 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2008
tentang usaha jasa konstruksi yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
profitabilitas perusahaan jasa konstruksi.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 51 Tahun 51 tahun 2008 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun
2009 Tentang Usaha Jasa Konstruksi berpengaruh positif secara signifikan

terhadap tingkat profitabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1.  Penulis
Penelitian ini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk
mahami bagaimana perubahan peraturan pemerintah terkait perpajakan usaha jasa
konstruksi yang mana dalam kurung waktu satu tahun.

2. Mahasiswa
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Penelitian ini memberikan wawasan tentang peraturan perpajakan usaha jasa
konstruksi, dan membuat peniliti-peniliti  lain  terdorong untuk terus
mengembangkan penelitian — penelitian yang lebih mendalam tentang usaha jasa
konstruksi.

Perusahaan Jasa Konstruksi

Penelitian ini memberi kegunaan bagi perusahaan-perusahan jasa konstruksi yang
listing di Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana perubahan Peraturan
Pemerintah tersebut memberi pengeruh pada tingkat profitabilitas kepada
perusahaan mereka.

Dirjen Pajak atau Fiskus

Penelitian ini memberi kegunaan bagi Dirjen Pajak atau Fiskus dalam melihat
Peraturan Perpajakan yang dibuat apakah merugikan atau meunguntungkan bagi

wajib pajak
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